
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 52

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR  52 TAHUN  2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  KERINCI,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15
tahun 2010 tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kerinci  tentang  Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat  :

1. Undang-Undang  Nomor  58  Tahun  1958  tentang  Penetapan  Undang-Undang
Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12
Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah  Swatantra  Tingkat  II  Dalam
Lingkungan  Daerah  Swatantra  Tingkat  I  Sumatera  Tengah  sebagai  Undang-
Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108); 

2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1985  Nomor  68,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1994  Nomor  62,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang
Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara



(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukkan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437)  sebagaimana  telah
beberapa kali  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2005  tentang  perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan  dan  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 94 Nomor 246,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan  Layanan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13.Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Standar  Akuntasi
Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14.Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Pinjaman  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  136,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15.Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  137,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



16.Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi
Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  139,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19.Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan
Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Propinsi,  dan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

20.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

21.Peraturan  Daerah  Nomor  15  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kerinci  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kerinci
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2008
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  15  Tahun  2007  tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kerinci  (Lembaran
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

22.Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah     Kabupaten Kerinci Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2009       Nomor 1);

MEMUTUSKAN:
  Menetapkan:

PERATURAN  BUPATI  KERINCI  TENTANG  PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2009 terdiri atas :
1. Pendapatan



a. Pendapatan Asli Daerah      Rp.    20.796.707.570,18
b. Dana Perimbangan      Rp.  447.218.166.963,00
c. Dana Transfer Provinsi    Rp.    12.491.135.735,89
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp.    12.319.630.000,00

     Jumlah Pendapatan                Rp.  492.825.640.269,07

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1)   Belanja Pegawai      Rp. 264.468.730.486,58
2)   Belanja Bunga      Rp.     3.013.481.402,00
3)   Belanja Subsidi      Rp.     2.134.253.875,00
4)   Belanja Hibah      Rp.     4.457.700.000,00
5)   Belanja Bantuan Sosial     Rp.     5.066.332.300,00
6)   Belanja Bantuan Keuangan    Rp.   19.178.212.680,75 
7)   Belanja Tidak Terduga      Rp.     1.723.110.000,00

  
  b. Belanja Langsung

1)   Belanja Pegawai      Rp.   21.496.001.821,00
2)   Belanja Barang dan Jasa    Rp.   64.822.588.177,15
3)   Belanja Modal      Rp.   70.855.406.791,00

                                                                                                                                              Jumlah Belanja      Rp. 457.215.817.533,48
             Surplus/(Defisit)                 Rp.   35.609.822.735,59

3. Pembiayaan
a.  Penerimaan     Rp.  50.732.945.800,02
b.  Pegeluaran     Rp.    4.675.631.961,00
    Jumlah Pembiayaan Netto     Rp.  46.057.313.839,02

                                     
      Sisa lebih pembiayaan                      
      anggaran tahun berkenan           Rp.  81.667.136.574,61

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal



1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran  laporan  realisasi  anggaran  sebagaimana dimaksud   dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini    dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada  tanggal   2  Desember
2010                

    BUPATI KERINCI ,

    H.MURASMAN 

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal  2 Desember  2010

H. DASRA
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DIPERBANYAK OLEH
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